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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 035 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN IDENTIFIKASI FAKTOR RISIKO KESEHATAN

Menimbang : a.

Mengingat

AKIBAT PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa terjadinya perubahan iklim telah menurunkan
kualitas lingkungan hidup dan merupakan faktor risiko
kesehatan yang perlu diidentifikasi dan dikelola
sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan
masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Pedoman lIdentifikasi Faktor
Risiko Kesehatan Akibat Perubahan Iklim:;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Framework Convention on
Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3557);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/
Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1018/Menkes/
Per/V/2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan
Terhadap Dampak Perubahan Iklim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
IDENTIFIKASI FAKTOR RISIKO KESEHATAN AKIBAT
PERUBAHAN IKLIM.

Pasal 1

Pengaturan Pedoman Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan Akibat
Perubahan Iklim bertujuan untuk memberikan acuan bagi petugas
/aparatur kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, provinsi, dan
kabupaten/kota, serta pemerhati perubahan iklim dan kesehatan dalam
rangka identifikasi faktor risiko kesehatan yang diakibatkan oleh
terjadinya perubahan iklim.

Pasal 2

Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilakukan terhadap faktor risiko:

a. penyakit tular ector (vectorborne disease);

b. penyakit tular air dan makanan (water and foodborne disease);
c. penyakit tular udara (airborne disease);

d. penyakit tidak menular;
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e. kejadian bencana,;

f. gangguan kesehatan jiwa; dan
g. masalah gizi;

akibat perubahan iklim.

Pasal 3

Pedoman Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan Akibat Perubahan Iklim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Setelah dilakukan identifikasi faktor risiko kesehatan akibat perubahan
iklim harus dilakukan analisis dan pengendalian faktor risiko agar tidak
menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dengan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 5

Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini secara berjenjang sesuai
tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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